FRppanks

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2016;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai
barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
3896), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan



Memperhatikan:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-
2025;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008
Nomor 06) ;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2011 - 2016;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Anggaran 2015;

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
903/K.2365/2014 Tanggal 31 Desember 2014



Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA- SKPD) TA. 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Barat;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah vyang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
BAB II
PENETAPAN RENCANA KERJA
Pasal 2
Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016, sebagaimana data

terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan ini;



(2)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2016.

Pasal 3

RKPD Tahun 2016 merupakan dasar penyusunan rancangan
APBD Tahun 2016 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan
Pendanaannya.

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja/Rencana Kerja
dan Anggaran Tahun 2016;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2016;

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016:

a.

Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan
pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun
2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja
triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran vyang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program;

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
kepada Bupati c¢c.g. Kepala Bappeda vyang tembusannya
disampaikan kepada Inspektur Inspektorat dan Kepala
Bagian Keuangan Setkab paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi wusulan anggaran tahun
berikutnya vyang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan.



Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 hasil
pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7
Dalam hal RKPD Tahun 2016 vyang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah

menggunakan RKPD Tahun 2016 hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,

pada tanggal,

28 Mei 2015.

No Nama Jabatan Paraf BUPATI KUTAI BARAT,
1. Bastiar, SH PJ. Kasubag Kumdang

2. Jannes Hutajulu, SH, M.Si Kabag Hukum

3. Ir. Finsen Allotodang, M.Si Kepala BAPPEDA

4. Ir. Meril Elisa Ass. 11

5. Drs. Aminuddin, M.Si Sekda

6. H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si Wakil Bupati ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Mei 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13.



